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PUTUSAN 

Nomor 1645/Pdt.G/2022/PA.Mlg 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan 

sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan Hak Asuh Anak antara: 

PENGGUGAT , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pegawai 

Salon),  tempat tinggal di Kota Malang, sebagai Penggugat;  

Melawan: 

TERGUGAT , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pegawai Salon), 

tempat tinggal di Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui 

alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik 

Indonesia, sebagai Tergugat;  

 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2022 

telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Malang dengan nomor 1645/Pdt.G/2022/PA.Mlg, tanggal 24 

Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 

05 April 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ............................. 

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, 

Kota Malang tanggal 07 April 2008; 

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat 

tinggal di rumah kediaman kontrakan Penggugat  Tergugat di Kota Malang 

selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di 

rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Malang selama 1 
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tahun kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah -

pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di 

Kota Malang selama 3 tahun; 

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ............................., umur 13 

tahun; 

4. Bahwa sejak awal menikah yakni bulan April tahun 2008 ketentraman rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, antara Penggugat 

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

disebabkan: 

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena 

Tergugat terlalu banyak hutang dan penghasilannya tersebut untuk 

membayarkan hutang-hutangnya sehingga ia sama sekali tidak dapat 

memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya 

terpaksa Penggugat bekerja sendiri; 

b. Tergugat sering berhutang dan beberapa dari hutang tersebut tanpa 

bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian 

beberapa dari hutangnya tersebut penggunaan uangnya tidak untuk 

kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugat pernah 

membayarkan beberapa hutang-hutang Tergugat tersebut; 

c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta 

anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan 

Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli kebutuhan primer; 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2021, kemudian Tergugat 

tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai dengan sekarang 

Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya dan 

Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, 

sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 

kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak 

pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan 

nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Selama itu pula Tergugat tidak 
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pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya 

yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia; 

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat 

sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga lebih lanjut bersama Tergugat 

dan lebih baik bercerai, karena tidak mungkin dapat mewujudkan rumah 

tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh 

Undang-Undang Perkawinan; 

7. Bahwa mengenai 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 

Balqis Salma Salsabila, umur 13 tahun, apabila di asuh oleh Tergugat, 

Penggugat kawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak 

tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada 

dalam asuhan Penggugat; 

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini; 

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan 

gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dan mohon putusan 

sebagai berikut : 

Primer : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Menetapkan 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 

............................., umur 13 tahun, berada dalam asuhan Penggugat ; 

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ; 

Subsider : 

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon 

putusan yang seadil-adilnya 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan 

meskipun telah dipanggil melalui mass media (Radio Pariwisata Senaputra) 

telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, serta tidak menyuruh orang 

lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya berdasarkan surat panggilan (relaas) 
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Nomor 1645/Pdt.G/2022/PA.Mlg tertanggal 12 September 2022 dan 12 Oktober 

2022 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi 

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut 

disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil -dalil 

Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan 

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. SURAT-SURAT: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK: 

3507184102830009 tanggal 29-03-2018, bermaterai cukup dan 

fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata 

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda  (P.1); 

2. Fotokopi Kutipan  Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah 

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang 

Nomor : ............................. Tanggal 07 April 2008, bermaterai cukup 

dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata 

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); 

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ............................. Nomor 

………………… tanggal 29 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh 

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, 

bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan 

aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3); 

4. Fotokopi Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, dan mengetahui 

Ketua RT 03, Ketua RW 07, serta telah catat dan diregister nomor : 

…………………… oleh Lurah Bareng, Kecamatan Klojen, Kota 

Malang, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah 
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sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua 

Majelis diberi tanda (P.4); 

B. SAKSI-SAKSI: 

1. SAKSI I, umur 52 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan 

wiraswasta, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai 

kakak ipar Penggugat;  

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, 

setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan 

rukun terakhir dirumah orang tua Penggugat serta sudah dikaruniai 

seorang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat; 

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam 

keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat jarang 

memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat selain itu Tergugat 

juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan 

Penggugat yang kegunaanya bukan untuk urusan keluarga; 

- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri 

secara langsung; 

- Bahwa,  antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 

sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu, dan selama itu Tergugat tidak 

pernah memberikan kabar dan/atau nafkah kepada Penggugat, 

serta sudah tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya yang 

jelas hingga sekarang; 

- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat 

dan sudah dicari ke keluarganya, namun tidak ketemu; 

- Bahwa, selama pisah tempat tinggal anak-anak Penggugat dengan 

Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh 

Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik 

serta bertanggung jawab oleh masyarakat; 
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- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar 

mempertahankan rumah tangganya dan bersabar menunggu 

kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil; 

2. SAKSI II, umur 47 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan ibu 

rumah tangga, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai 

saudara Penggugat; 

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, 

setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan 

rukun terakhir dirumah orang tua Penggugat serta sudah dikaruniai 

seorang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat; 

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam 

keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan masalah nafkah belanja yang kurang 

mencukupi dan Tergugat juga suka berhutang kepada orang lain 

yang keperluannya bukan untuk keluarga;   

- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri 

secara langsung; 

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 

sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu, dan selama itu Tergugat tidak 

pernah memberikan kabar dan/atau nafkah kepada Penggugat, 

serta sudah tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya yang 

jelas hingga sekarang; 

- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat 

dan sudah dicari ke keluarganya, namun tidak ketemu; 

- Bahwa, selama pisah tempat tinggal anak-anak Penggugat dengan 

Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh 

Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik 

serta bertanggung jawab oleh masyarakat; 
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- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar 

mempertahankan rumah tangganya dan bersabar menunggu 

kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu 

apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya serta 

mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang 

tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana  terurai di atas; 

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan 

menasehati Penggugat rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;  

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut 

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan 

tersebut harus diperiksa secara Verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa  hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani 

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap 

Tergugat dengan alasan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2008 

ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2022/PA.Mlg. 

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena 

Tergugat terlalu banyak hutang dan penghasilannya tersebut untuk 

membayarkan hutang-hutangnya sehingga ia sama sekali tidak dapat 

memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya 

terpaksa Penggugat bekerja sendiri; 

b. Tergugat sering berhutang dan beberapa dari hutang tersebut tanpa 

bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian 

beberapa dari hutangnya tersebut penggunaan uangnya tidak untuk 

kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugat pernah 

membayarkan beberapa hutang-hutang Tergugat tersebut; 

c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta 

anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan 

Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli kebutuhan primer; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.4 serta 2 orang saksi;  

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, 

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat beragama Islam dan  

bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga bukti 

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan 

yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang 

berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, 

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 April 2008 tercatat di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sehingga bukti 

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan 

yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara 

Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh 

karenanya Penggugat dan Tergugat berkwalitas sebagai pihak dalam perkara 

ini; 
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Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, 

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dari anak Penggugat dan 

Tergugat, yang bernama ............................., lahir di Malang tanggal 28 Oktober 

2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan 

materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus 

dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah 

dikaruniai seorang anak; 

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Pernyataan) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, 

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat telah meninggalkan 

Penggugat selama 1 tahun 3 bulan yang lalu hingga sekarang, dan tidak 

diketahui tempat tinggalnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat 

formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sebagai kakak ipar Penggugat, 

sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal 

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil -dalil 

Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sebagai saudara Penggugat, 

sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal 

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan ayat 2 HIR; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil -dalil 

Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 
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diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.4 serta Saksi 1 dan    

Saksi 2, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 April 2008, 

setelah menikah tinggal bersama dan rukun terakhir dirumah orang tua 

Penggugat serta sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut 

bersama dengan Penggugat;  

2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat jarang 

memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat selain itu Tergugat juga 

sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang 

kegunaanya bukan untuk urusan keluarga  hingga akhirnya Penggugat dan 

Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu, dan 

selama itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan/atau nafkah 

kepada Penggugat, serta sudah tidak diketahui keberadaan maupun 

alamatnya yang jelas hingga sekarang; 

3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati Penggugat agar mempertahankan 

rumah tangganya dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, di dalam 

rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus 

menerus; 

2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah 

tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; 
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3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati Penggugat agar mempertahankan 

rumah tangganya dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula  

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 

1997 yang absrataksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi 

perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah 

dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam, maka gugatan tersebut harus dikabulkan; 

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di 

dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk 

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang 

seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri,  justru sebaliknya 

akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah 

satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar 

Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath -Thalaq, yang 

diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan “Islam memilih 

lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau 

tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan 

suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan 

berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang 

berkepanjangan, hal itu adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan 

dengan semangat keadilan; 

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, berdasarkan fakta-

fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi 

kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, maka hal ini telah 

membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan 

Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai 

suami isteri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi 

kriteria perkawinan  sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo. Pasal  2 Kompilasi Hukum Islam; 
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Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat 

Majelis Hakim  sudah tidak  mungkin diharapkan akan mencapai tujuan 

perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sakinah, 

mawaddah dan rahmah seperti ketentuan Syari’at Islam sebagaimana tertuang 

dalam  Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu 

menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan  

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 

yang terkandung dalam: 

1. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II 

halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi 

sebagai berikut :               

               

Artinya: “apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau memang 

dia ghoib maka boleh memutuskan perkaranya dengan pembuktian”; 
 

2. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul 

Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut : 

        

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, 
maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”; 

 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah 

hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/ AG/1998 

tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, 

hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak 

tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, 

merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian ”; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf 

(f) Kompilasi Hukum Islam; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh 

karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan 

menjatuhkan Talak Satu Ba’in Shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai 

dengan maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga 

mengajukan gugatan tentang hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat, 

yang bernama ............................., lahir di Malang, tanggal 28 Oktober 2008, 

saat ini berumur 13 tahun; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 (a) dan Pasal 156 huruf (a) 

Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana terjadi perceraian, baik ibu atau 

bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, 

semata-semata berdasarkan kepentingan anak, dan bagi anak yang belum 

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka yang lebih berhak memegang 

hadlanah adalah ibunya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, serta keterangan 2 (dua) 

orang saksi Penggugat, maka telah terbukti bahwa selama menikah Penggugat 

dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak Penggugat dan Tergugat, yang 

masing-masing bernama ............................., lahir di Malang, tanggal 28 

Oktober 2008, saat ini berumur 13 tahun, dan selama Penggugat dan Tergugat 

hidup berpisah, dua orang anak Penggugat diasuh dan dirawat dengan baik 

oleh Penggugat;  

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti anak dari Penggugat dan 

Tergugat sudah mumayiz, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) juncto 

Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak-anak yang 

sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau 

ibunya; 

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah pergi meninggalkan 

istri/Penggugat dan anak-anaknya, tanpa memperdulikannya, bahkan  

sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Negara Republik 

Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 di atas tidak 
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dapat diterapkan dalam perkara ini oleh karena tidak ada pilihan bagi si anak 

kecuali harus memilih orang tua yang masih ada yaitu Pen ggugat, oleh 

karenanya petitum Nomor 3 patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya 

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;  

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di muka sidang, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek; 

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak 

yang bernama ............................., lahir 28 Oktober 2008, dengan kewajiban 

memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya 

kepada anak kandungnya tersebut; 

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah); 

 

  Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari  Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan 

dengan 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh  kami  KETUA MEJELIS sebagai 

Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA, masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi 

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI, sebagai 

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2022/PA.Mlg. 

Ketua Majelis, 

 

Ttd 

 

KETUA MEJELIS 

Hakim Anggota, 

 

Ttd 

 

HAKIM ANGGOTA 

Hakim Anggota, 

 

Ttd 

 

HAKIM ANGGOTA 

Panitera Pengganti, 

 

Ttd 

 

PANITERA PENGGANTI 

PERINCIAN BIAYA :    

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00  

2. ATK Rp. 75.000,00  

3. PNBP Panggilan Pertama Rp. 20.000,00  

4. Biaya Panggilan Rp. 375.000,00  

5. Redaksi Rp. 10.000,00  

6. Meterai Rp. 10.000,00  

Jumlah Rp. 520.000,00 
 

                               (lima ratus dua puluh ribu rupiah) 
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